SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN
2017 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2

Peraturan Komisi Pemberansan Korupsi Nomor 07
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2
Tahun 2020, bahwa Penyelenggara Negara adalah
Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif,
legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi
dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan Negara atau pejabat publik lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

bahwa Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural
lainnya pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
adalah merupakan kategori pejabat negara yang lain
yang memilki fungsi strategis;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17
Tahun 2021, sebagian besar jabatan pengawas
disetarakan ke dalam jabatan fungsional;



Mengingat

Tk |8

bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢, Peraturan Bupati Nomor 39
Tahun 2017 tentang tata cara pelaksanaan laporan
harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, hurub b, huruf ¢, dan huruf
d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 39
Tahun 2016 tentang tata cara pelaksanaan laporan
harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5587) sebagaimana telah beberapakali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6718);

. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07
Tahun 2016, tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara;

. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021



Menetapkan

Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

: PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39

Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Laporan

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

(Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017

Nomor 39) sebagaimana telah beberapa kali diubah

dengan :

a. Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun
2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
(Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2018 Nomor 127);

b. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pelaksanaan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
(Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2020 Nomor 61);



diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 2
Pejabat Wajib Lapor di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin antara lain :

a. Bupati Musi Banyuasin;

o

Wakil Bupati Musi Banyuasin;
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

e P

Pejabat Administrator;
Kuasa Pengguna Anggaran;
Pejabat Pembuat Komitmen,;

Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah;
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. Auditor;

Auditor Kepegawaian;

[
.

j. Pengawas Penyelengaraan Urusan Pemerintah
di Daerah;
k. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
1. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah;
m. Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;
n. Direksi Badan Usaha Milik Daerah;dan
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 11
Wajib Lapor sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang
tidak melaporkan LHKPN sampai dengan batas waktu
yang ditentukan diberikan sanksi hukuman disiplin
sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Bupati ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 5 Desember 2022

Pj.BUPATI MUSI BANYUASIN,
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H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 5 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

MUSNI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003



